C A U S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Vol 15 No 11 Tahun 2025

ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ANALISIS PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DAMPAKNYA

TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI
INDONESIA

Reza Tri Mahendra!, Akbar Hidayat Fu Aditya?, Ayu Putriana®
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
email: rezatrimahendral3@gmail.com, akbarhidayat526@gmail.com, aputrivana@unib.ac.id

Abstract Article History

Received: September 2025
Legal protection for journalists and the media in Indonesia is a crucial | Reviewed: September 2025
Published: September 2025
Plagirism Checker No 235

Prefix DOI:

strengthening regulations and the implementation of legal protections. | 10.8734/CAUSA.v1i2.365

aspect of maintaining press freedom and democracy. In this context, this

article discusses the challenges faced by journalists and the need for

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

Through an analysis of the current situation, this article proposes a
series of strategic measures to improve the working environment for
journalists, including enhancing education on journalists’ rights,
strengthening sanctions against violations, and providing support from ‘@ @ @ \
civil society organizations. Additionally, the importance of dialogue

yors 4 P f g This work is licensed under

between the government, journalists, and society is emphasized to raise | 5 Creative Commons

awareness of the role of press freedom in public accountability. Thus, | Attribution-NonCommercial

4.0 International License.

this article aims to provide constructive recommendations for

enhancing legal protection for journalists in Indonesia.

Keywords: Legal protection, journalists, media, press freedom,
democracy, regulation, sanctions, civil society organizations, public

accountability, Indonesia.
Abstrak

Perlindungan hukum bagi jurnalis dan media di Indonesia
merupakan aspek krusial dalam menjaga kebebasan pers dan
demokrasi. Dalam konteks ini, artikel ini membahas tantangan

yang dihadapi oleh jurnalis dan perlunya penguatan regulasi
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serta implementasi perlindungan hukum. Melalui analisis
terhadap kondisi terkini, artikel ini mengusulkan serangkaian
langkah strategis untuk memperbaiki lingkungan kerja jurnalis,
termasuk peningkatan pendidikan tentang hak-hak jurnalis,
penguatan sanksi terhadap pelanggaran, serta dukungan dari
organisasi masyarakat sipil. Selain itu, pentingnya dialog antara
pemerintah, jurnalis, dan masyarakat juga ditekankan untuk
meningkatkan kesadaran akan peran kebebasan pers dalam
akuntabilitas publik. Dengan demikian, artikel ini bertujuan
untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi

peningkatan perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, jurnalis, media, kebebasan
pers, demokrasi, regulasi, sanksi, organisasi masyarakat sipil,

akuntabilitas publik, Indonesia.

1. Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah negara demokratis. Di Indonesia,
fenomena kebebasan pers telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak
reformasi pada tahun 1998. Meskipun terdapat kemajuan dalam hal kebebasan berpendapat dan
berekspresi, tantangan terhadap kebebasan pers, seperti ancaman dan intimidasi terhadap
wartawan, masih menjadi masalah yang serius.

Sejak reformasi pada tahun 1998, kebebasan pers di Indonesia mengalami perkembangan yang
signifikan. Pada periode tersebut, banyak media massa bermunculan, dan jurnalis mulai menikmati
kebebasan yang lebih besar untuk melaporkan berita tanpa campur tangan pemerintah. Perubahan
ini didorong oleh jaminan konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945,
yang menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi, serta memperoleh informasi.
Undang- Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga dihadirkan untuk memberikan kerangka
hukum bagi kebebasan pers, termasuk perlindungan terhadap jurnalis dan hak mereka untuk
menyampaikan informasi secara bebas.

Salah satu contoh nyata perkembangan kebebasan pers pasca-reformasi adalah munculnya berbagai
media cetak dan elektronik yang beragam. Berbagai media independen, seperti Tempo, Kompas,
dan Detik, berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah dan menyuarakan kepentingan
publik. Selain itu, masyarakat juga semakin aktif dalam mengakses informasi melalui platform
digital dan media sosial, yang memberikan ruang bagi jurnalis untuk mengekspresikan pandangan
dan melaporkan berita.
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Namun, meskipun kemajuan ini ada, tantangan serius tetap muncul. Kasus-kasus ancaman dan
intimidasi terhadap wartawan yang melaporkan isu-isu sensitif menunjukkan bahwa kebebasan
pers masih terancam. Dalam banyak kasus, jurnalis yang berani mengungkap kebenaran sering kali
menghadapi risiko, termasuk kekerasan fisik, penangkapan, dan ancaman hukum. Menurut
laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), terdapat
peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap wartawan dalam beberapa tahun terakhir, yang
menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kebebasan pers masih lemah
(Kontra$, 2023; Firdaus, 2022).

Contoh kasus yang mencolok adalah insiden wartawan Tempo, Nurhadi, yang dianiaya oleh aparat
keamanan saat meliput investigasi tentang dugaan korupsi. Insiden ini menggarisbawahi tantangan
yang dihadapi jurnalis, yang berusaha untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik.
Selain itu, kasus wartawan Harian Rakyat, Rudi, yang menerima ancaman dari pihak yang merasa
dirugikan oleh pemberitaannya, menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya datang dari pihak
berwenang, tetapi juga dari individu atau kelompok yang merasa terancam oleh laporan yang
dibuat (Yusuf, 2022).

Kebebasan pers di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi,
dengan jaminan yang tercantum dalam konstitusi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan transparansi. Namun, meskipun ada kemajuan,
tantangan serius tetap ada, termasuk ancaman hukum dan intimidasi terhadap wartawan. Banyak
jurnalis yang menghadapi risiko dalam menjalankan tugas mereka, khususnya saat melaporkan isu-
isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Kasus
kriminalisasi jurnalis yang melaporkan berita sensitif menggambarkan realitas yang
memprihatinkan di mana wartawan sering menjadi target serangan, baik fisik maupun hukum,
yang dapat menghalangi mereka untuk menyajikan informasi yang objektif dan akurat (Mawardi
& Abdullah, 2022).

Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers sangat penting dalam konteks ini. Di satu sisi,
adanya perlindungan hukum yang kuat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun
1999 tentang Pers, memberikan jurnalis kepercayaan untuk melaporkan berita tanpa rasa takut.
Undang-Undang ini menetapkan hak dan kewajiban pers, serta perlindungan terhadap jurnalis dari
intervensi pihak luar. Namun, dalam praktiknya, kurangnya penegakan dan ketidakjelasan dalam
regulasi dapat mengakibatkan penurunan kualitas pemberitaan dan mengurangi akuntabilitas
jurnalis. Misalnya, ketentuan hukum yang ada, seperti Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik, sering digunakan untuk
mengkriminalisasi jurnalis, menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi membungkam
suara kritis (Hidayat, 2021).

Landasan hukum yang mengatur kebebasan pers di Indonesia mencakup UUD 1945 Pasal 28F yang
menjamin hak setiap individu untuk berpendapat, berekspresi, dan mendapatkan informasi.
Meskipun ada perlindungan yang diatur dalam peraturan-peraturan ini, tantangan dalam
implementasinya tetap ada. Kurangnya kesadaran di kalangan aparat penegak hukum tentang
pentingnya perlindungan terhadap jurnalis menjadi salah satu faktor penghambat. Kasus
kriminalisasi jurnalis, seperti penangkapan dan pemidanaan terhadap wartawan yang melaporkan
berita kritis, menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan integritas jurnalis di mata publik
(Sari, 2023). Oleh karena itu, diskusi tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi
perlindungan hukum dan contoh isu hukum yang muncul menjadi sangat penting untuk
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mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat melindungi kebebasan pers dan memastikan
akuntabilitas pemberitaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji dua rumusan masalah utama Pertama,
apa pengaruh perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia. Kedua, mengapa
perlindungan hukum berpengaruh terhadap akuntabilitas pemberitaan.

». Landasan Teori

2.1. Teori Kebebasan Pers
Teori kebebasan pers berakar pada prinsip bahwa informasi adalah hak asasi manusia yang

fundamental, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan
konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Kebebasan pers dianggap sebagai salah satu pilar
demokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan objektif,
serta memberikan suara kepada berbagai perspektif dalam diskusi publik. Dalam konteks ini,
kebebasan pers tidak hanya melibatkan hak jurnalis untuk melaporkan berita, tetapi juga hak
masyarakat untuk menerima informasi. Dengan demikian, setiap upaya untuk membatasi kebebasan
pers dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk hak

untuk berpendapat dan bereskpresi.

Teori ini berargumen bahwa ketika kebebasan pers dilindungi, masyarakat dapat menjalani proses
deliberatif yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung akuntabilitas pemerintah dan lembaga
publik. Penekanan pada perlindungan kebebasan pers juga mencakup tanggung jawab jurnalis untuk
menyajikan informasi yang akurat dan adil, yang berkontribusi pada pendidikan publik dan

pembuatan kebijakan yang lebih baik (Sutrisno, 2022).

2.2. Teori Akuntabilitas
Teori akuntabilitas dalam konteks media berfokus pada tanggung jawab media untuk

menyampaikan informasi secara akurat dan bertanggung jawab. Media harus bertindak sebagai
pengawas yang independen terhadap kekuasaan, memberikan laporan yang kritis terhadap
kebijakan publik, dan mengungkapkan kebenaran demi kepentingan umum. Akuntabilitas dalam
pemberitaan melibatkan kemampuan media untuk mempertanggungjawabkan konten yang mereka

sajikan, baik kepada audiens mereka maupun kepada pihak yang dilaporkan.

Di Indonesia, akuntabilitas media sangat penting karena masyarakat sangat bergantung pada media
untuk informasi yang transparan dan objektif. Ketika media berfungsi dengan baik, ia dapat
membantu mengurangi korupsi dan memperkuat sistem pemerintahan yang baik. Namun,
tantangan dalam akuntabilitas muncul ketika wartawan menghadapi tekanan hukum, ancaman, dan
intimidasi, yang dapat menghalangi mereka untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif
(Agustin, 2023). Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi jurnalis menjadi krusial
untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka tanpa rasa takut akan

pembalasan.

2.3. Teori Hukum Perlindungan Jurnalis
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Teori hukum perlindungan jurnalis berfokus pada kebutuhan untuk menciptakan dan menerapkan
kerangka hukum yang melindungi jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Dalam konteks ini,
perlindungan hukum bagi jurnalis dianggap penting untuk menjaga independensi dan integritas
profesi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa jurnalis harus bebas dari ancaman dan
intimidasi, baik dari negara maupun aktor non-negara, untuk dapat melaporkan informasi secara
objektif dan akurat.

Hukum perlindungan jurnalis mencakup berbagai aspek, mulai dari undang-undang yang secara
eksplisit mengakui hak-hak jurnalis, seperti kebebasan berekspresi dan perlindungan sumber
informasi, hingga mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran yang terjadi terhadap jurnalis.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi dasar hukum
yang penting untuk perlindungan jurnalis, namun implementasinya masih dihadapkan pada

berbagai tantangan.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan
perlindungan jurnalis, di mana hukum tidak hanya melindungi jurnalis dari kriminalisasi dan
intimidasi, tetapi juga mendukung peran mereka sebagai pengawas kekuasaan dan penyebar
informasi publik yang penting. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, jurnalis akan rentan
terhadap berbagai bentuk penyerangan, yang dapat menghambat kebebasan pers dan berdampak
negatif pada akuntabilitas pemberitaan (Susilo, 2024).

5. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada
analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum,
dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana
perlindungan hukum bagi jurnalis diatur dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia dan
bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kebebasan pers serta akuntabilitas pemberitaan

+. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers

Perlindungan hukum terhadap jurnalis dan media di Indonesia memiliki peranan krusial dalam
memastikan kebebasan pers yang sehat. Sejak reformasi, perkembangan kebebasan pers di Indonesia
telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana hal ini tercermin dalam adanya jaminan
konstitusional yang melindungi hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.
Perlindungan hukum ini, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.
40 Tahun 1999 tentang Pers, bertujuan untuk menciptakan iklim yang aman bagi jurnalis dalam
melaksanakan tugas profesional mereka. Pasal 28F UUD 1945 secara tegas mengakui hak setiap orang
untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang menjadi landasan fundamental bagi

kebebasan pers dalam masyarakat yang demokratis.
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Di samping itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 memberikan ketentuan yang lebih spesifik
mengenai hak dan kewajiban pers serta perlindungan terhadap wartawan. Pasal-pasal dalam
undang- undang ini menegaskan bahwa pers bebas dari tekanan dan intervensi pihak manapun.
Dengan demikian, jurnalis diharapkan dapat menjalankan fungsi investigatif dan pemberitaan secara
lebih leluasa tanpa merasa terancam oleh konsekuensi hukum atau intimidasi dari pihak luar.
Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, banyak jurnalis masih
menghadapi ancaman, intimidasi, dan bahkan tindakan kriminalisasi ketika melaporkan isu-isu

sensitif yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dapat mengakibatkan dampak negatif yang signifikan
bagi kebebasan pers di Indonesia. Dalam banyak kasus, jurnalis mengalami tekanan untuk mengubah
atau menyensor berita yang mereka sajikan agar tidak menyinggung pihak-pihak tertentu, termasuk
individu berpengarubh, institusi, atau pemerintah. Ketidakpastian hukum yang melingkupi tindakan
peliputan dan pemberitaan ini menyebabkan jurnalis merasa terpaksa untuk memprioritaskan
kepentingan politik atau bisnis tertentu di atas integritas jurnalistik. Hal ini berimplikasi langsung

terhadap kualitas dan objektivitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Dalam kondisi di mana perlindungan hukum tidak memadai, praktik self-censorship menjadi hal yang
umum. Fenomena ini terjadi ketika wartawan secara sukarela menahan diri dari menyampaikan
fakta- fakta penting atau berita yang sensitif, bukan karena adanya larangan langsung, tetapi karena
ketakutan akan konsekuensi hukum, ancaman fisik, atau reaksi negatif dari pihak berkuasa.
Ketakutan ini sering kali berakar pada pengalaman sebelumnya atau dari laporan tentang ancaman
yang dihadapi oleh rekan-rekan jurnalis, yang menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan
dalam pelaksanaan tugas mereka. Dalam jangka panjang, self-censorship ini dapat mengikis
kepercayaan masyarakat terhadap media, yang pada akhirnya merugikan fungsi pers sebagai pilar

demokrasi yang menyediakan informasi yang akurat dan berimbang.

Dampak dari self-censorship ini tidak hanya terbatas pada individu jurnalis, tetapi juga meluas ke
keseluruhan ekosistem media. Media yang tidak mampu menyajikan informasi secara objektif dan
transparan akan menghasilkan pemberitaan yang tidak akuntabel dan bias. Ketidakberdayaan ini
dapat mempengaruhi kebijakan publik, karena informasi yang disampaikan kepada masyarakat
tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. Selain itu, kualitas pemberitaan yang rendah dapat
mengurangi minat masyarakat untuk mengikuti berita dan informasi dari media, yang pada

gilirannya berpotensi memperlemah posisi media sebagai sumber informasi yang tepercaya.

Dengan menurunnya akuntabilitas dalam pemberitaan, masyarakat tidak mendapatkan informasi
yang memadai untuk mengambil keputusan yang informed. Hal ini dapat memperburuk situasi di
mana penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dapat berkembang tanpa pengawasan yang memadai.
Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum yang kuat dan efektif bagi jurnalis menjadi semakin
mendesak. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan jurnalis, tetapi juga untuk
memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan dan

penting, yang merupakan hak dasar dalam sebuah negara demokratis.
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Mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh kurangnya perlindungan hukum, sangat penting
bagi semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat sipil —
untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan pers. Hanya
dengan memberikan perlindungan yang memadai, kita dapat berharap agar jurnalis dapat
melaksanakan tugas mereka dengan penuh integritas dan akuntabilitas, serta berkontribusi pada

penguatan demokrasi dan peningkatan kualitas informasi di Indonesia.

Untuk mendalami dampak perlindungan hukum terhadap kebebasan pers, perlu dilakukan analisis
terhadap data statistik yang relevan. Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat tren peningkatan
kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis dalam beberapa tahun terakhir. Laporan A]JI
menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis, yang
meningkat menjadi 75 kasus pada tahun 2021. Data ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat
dasar hukum yang jelas, implementasi perlindungan tersebut di lapangan masih menghadapi
tantangan yang signifikan. Banyak jurnalis yang mengalami ancaman atau bahkan kekerasan saat
mencoba mengungkap kebenaran, yang menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum

yang ada.

Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis yang
melaporkan isu-isu sensitif, seperti korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejumlah
kasus, jurnalis dihadapkan pada tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan dalam
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sering digunakan sebagai alat untuk
membungkam kritik dan menekan kebebasan berekspresi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius
mengenai keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers dan hak individu, serta tantangan

yang dihadapi media dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai kontrol terhadap kekuasaan.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat
perlindungan hukum bagi jurnalis. Penguatan regulasi, peningkatan kesadaran akan hak-hak
jurnalis, serta dukungan dari masyarakat sipil menjadi elemen-elemen kunci dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers. Dengan melindungi kebebasan pers, kita tidak hanya
menjaga hak jurnalis, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang akurat
dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas dalam

pemberitaan di Indonesia.

s2. Dampak Kebebasan Pers terhadap

Akuntabilitas Pemberitaan

Kebebasan pers memainkan peran krusial dalam menjaga akuntabilitas pemberitaan di Indonesia.
Dalam konteks demokrasi, pers yang bebas dan independen berfungsi sebagai pengawas yang
menantang kekuasaan dan mengungkap fakta yang penting bagi publik. Ketika jurnalis memiliki
kebebasan untuk melaporkan berita tanpa takut akan tindakan represif, mereka cenderung lebih
bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat, lengkap, dan objektif. Dengan kata
lain, kebebasan pers yang kuat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pemberitaan,
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karena jurnalis beroperasi dalam kerangka yang membebaskan mereka dari tekanan eksternal yang
dapat memengaruhi integritas pelaporan mereka.

Salah satu dasar hukum yang sangat relevan dalam mendorong akuntabilitas jurnalis di Indonesia
adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini merupakan tonggak
penting dalam memastikan kebebasan dan perlindungan terhadap jurnalis serta media massa,
terutama pasca- reformasi. Dalam pasal-pasalnya, UU Pers secara tegas menjamin hak jurnalis
untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yang mencakup hak untuk mencari, memperoleh, dan
menyebarluaskan informasi tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun. Hal ini
memberikan jurnalis keleluasaan yang diperlukan untuk meliput berita secara objektif dan
independen, yang merupakan fondasi utama dalam praktik jurnalistik yang baik.

Ketentuan yang termuat dalam UU Pers tidak hanya berfungsi sebagai perisai bagi jurnalis, tetapi
juga menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh mereka. Dengan demikian, jurnalis diharuskan
untuk mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik yang etis, termasuk akurasi, keadilan, dan tanggung
jawab. Prinsip- prinsip ini terkandung dalam kode etik jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers,
yang mengharuskan jurnalis untuk melaporkan berita berdasarkan fakta yang valid dan dapat
dipertanggungjawabkan. Ketika jurnalis melanggar kode etik tersebut, mereka dapat dikenakan
sanksi, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki kebebasan, mereka juga memiliki
tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak
menyesatkan publik.

UU Pers juga mencakup ketentuan tentang perlindungan terhadap jurnalis yang menjalankan
tugasnya. Dalam konteks ini, jurnalis dilindungi dari ancaman atau kekerasan yang mungkin
timbul akibat pekerjaan mereka. Ini termasuk perlindungan hukum bagi jurnalis yang dihadapkan
pada kasus kriminalisasi karena pemberitaan mereka. Dengan adanya jaminan perlindungan ini,
diharapkan jurnalis merasa lebih aman dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dapat
lebih bebas dalam melakukan investigasi dan peliputan yang mungkin berkaitan dengan isu-isu
sensitif, termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan masalah sosial lainnya.

Namun, meskipun UU Pers memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi kebebasan
pers dan mendorong akuntabilitas, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Di beberapa
kasus, jurnalis masih menghadapi intimidasi, ancaman, dan bahkan kekerasan saat meliput berita,
terutama ketika menyangkut kepentingan elit atau penguasa. Oleh karena itu, penting bagi
masyarakat sipil dan lembaga- lembaga pengawas untuk terus mendukung jurnalis dalam
melaksanakan tugas mereka dan memperjuangkan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Dengan landasan hukum yang kuat, diharapkan kebebasan pers dapat tumbuh dan berkembang,
sehingga dapat berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan serta
kehidupan publik di Indonesia. Kebebasan pers yang dihormati dan diproteksi akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap media dan, pada akhirnya, memperkuat fondasi demokrasi di negara
ini.

Namun, UU Pers juga mengatur sanksi bagi jurnalis yang melanggar kode etik atau ketentuan
dalam undang-undang tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran, pencabutan hak, hingga
pemecatan bagi jurnalis yang tidak memenuhi standar profesional yang ditetapkan. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers harus dihormati, tetap ada tanggung jawab yang
melekat pada jurnalis untuk memastikan akuntabilitas dalam pemberitaan.
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Contoh kasus yang mencerminkan dampak positif kebebasan pers terhadap akuntabilitas
pemberitaan dapat dilihat dalam peliputan skandal korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Misalnya, investigasi yang dilakukan oleh media mengenai korupsi di tingkat pemerintahan telah
memicu tindakan hukum dan membawa pelaku ke pengadilan. Kasus-kasus semacam ini tidak
hanya menunjukkan betapa pentingnya kebebasan pers dalam mengungkapkan fakta-fakta yang
merugikan masyarakat, tetapi juga bagaimana jurnalis yang bebas dapat berkontribusi pada
akuntabilitas publik.

Namun, ada juga contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kebebasan pers yang tidak
diimbangi dengan akuntabilitas. Beberapa media terkadang menyajikan informasi yang tidak
akurat atau sensationalisme yang berlebihan, yang dapat menyesatkan publik. Misalnya, laporan
yang tidak diverifikasi tentang isu sensitif dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan
merusak reputasi individu atau institusi. Dalam hal ini, meskipun kebebasan pers ada, kurangnya
akuntabilitas dari jurnalis dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak bertanggung
jawab.

Dengan demikian, hubungan antara kebebasan pers dan akuntabilitas dalam pemberitaan sangat
kompleks. Kebebasan pers yang kuat harus disertai dengan mekanisme yang memastikan
akuntabilitas jurnalis, baik melalui pengawasan oleh rekan sejawat, kode etik, maupun sanksi
hukum yang jelas. Hanya dengan demikian, kebebasan pers dapat berfungsi dengan baik sebagai
alat untuk meningkatkan transparansi, mempromosikan akuntabilitas, dan mendukung demokrasi
yang sehat di Indonesia.

s. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan mengenai pengaruh perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia
menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan sejak reformasi, tantangan dalam
implementasi perlindungan tersebut masih tetap ada. Perlindungan hukum yang diatur dalam
Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan
dasar yang kuat untuk kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas mereka, namun banyak jurnalis
masih menghadapi intimidasi dan ancaman ketika melaporkan isu-isu sensitif. Fenomena self-
censorship muncul sebagai respons terhadap ketidakpastian hukum, mengakibatkan menurunnya
kualitas dan objektivitas informasi yang disampaikan kepada publik. Ketidakmampuan media
dalam menyajikan informasi secara transparan berpotensi memperlemah posisi mereka sebagai
sumber informasi tepercaya dan mengurangi akuntabilitas pemberitaan. Oleh karena itu, sangat
penting bagi semua pemangku kepentingan— pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat
sipil—untuk bekerja sama dalam memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis. Dengan
menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan pers, kita dapat memastikan bahwa
masyarakat mendapatkan akses kepada informasi yang akurat dan dapat diandalkan, yang
merupakan elemen kunci dalam penguatan demokrasi dan akuntabilitas di Indonesiakan media
sosial yang dimilikinya secara tidak benar maka akan berakibat pada sanksi hukum.

5.2. Saran
Perlindungan hukum bagi jurnalis dan media di Indonesia perlu diperkuat agar kebebasan pers
dapat terjaga dengan baik. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk
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memperkuat regulasi dan implementasi perlindungan hukum, termasuk memberikan sanksi tegas
terhadap pelanggaran hak jurnalis. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan
kesadaran di kalangan jurnalis tentang hak-hak mereka serta kode etik jurnalistik, melalui pelatihan
dan workshop. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas juga sangat
dibutuhkan untuk melindungi jurnalis yang menghadapi ancaman atau intimidasi, sehingga
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers. Media sendiri harus menegakkan
kode etik jurnalistik secara ketat untuk memastikan bahwa berita yang disajikan akurat dan tidak
menyesatkan, dengan penerapan sanksi bagi pelanggar kode etik guna meningkatkan akuntabilitas
dalam pemberitaan. Selain itu, dialog yang konstruktif antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat
perlu difasilitasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebebasan pers dalam
mendukung demokrasi dan akuntabilitas publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan
kebebasan pers di Indonesia dapat lebih terjamin dan berkontribusi positif terhadap akuntabilitas
dalam pemberitaan, serta memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas informasi yang
diterima masyarakat
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